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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan 

tingkat efektivitas program pemutihan pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak kendaraan bermotor sebelum dan sesudah periode 

COVID-19 pada SAMSAT Kota Bandung Soekarno-Hatta tahun 

2017–2022. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 

dengan pendekatan komparatif yang mengolah data target dan 

realisasi PKB, penerimaan dari program pemutihan pajak, serta 

data kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada periode 

sebelum dan sesudah COVID-19. Efektivitas diukur melalui 

perbandingan antara realisasi penerimaan pemutihan pajak dan 

realisasi PKB, sementara analisis dilakukan menggunakan 

statistik deskriptif, uji beda, dan regresi linear sederhana untuk 

melihat hubungan efektivitas dan kepatuhan pada kedua periode. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

efektivitas antara periode sebelum dan sesudah COVID-19, 

namun efektivitas yang terbentuk belum mampu mendorong 

peningkatan kepatuhan secara optimal pada kedua periode. Pada 

masa sebelum COVID-19, efektivitas program pemutihan pajak 

belum sejalan dengan tingkat kepatuhan karena belum adanya 

dorongan kuat bagi wajib pajak untuk melunasi kewajiban 

pajaknya. Sementara itu, pada masa sesudah COVID-19, 

meskipun program pemutihan pajak memberikan insentif berupa 

penghapusan denda yang menarik, peningkatan kepatuhan 

cenderung bersifat jangka pendek dan tidak mencerminkan 

perubahan perilaku yang berkelanjutan. 

Kata Kunci: Efektivitas, Pemutihan Pajak, Kepatuhan Wajib 

Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor, COVID-19, 

SAMSAT Kota Bandung 

 

A B S T R A C T 

This research aims to analyze the differences in the 

effectiveness of the tax amnesty program on motor vehicle 

taxpayers’ compliance before and after the COVID-19 period at 

the Bandung City SAMSAT Soekarno-Hatta for the years 2017–

2022. Using a quantitative method with a comparative approach, 

the study processes data on PKB targets and realizations, tax 
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amnesty revenues, and taxpayer compliance levels in the pre- 

and post-pandemic periods. The effectiveness of the program is 

measured through the ratio of tax amnesty revenues to PKB 

realization, while the analysis employs descriptive statistics, 

difference tests, and simple linear regression to examine the 

relationship between effectiveness and compliance in both 

periods. The results show that there is a difference in 

effectiveness between the periods before and after COVID-19; 

however, this effectiveness has not been sufficient to optimally 

enhance taxpayer compliance in either period. Before the 

pandemic, the program’s effectiveness did not align with the 

actual compliance level due to the absence of strong incentives 

prompting taxpayers to settle their obligations. Meanwhile, after 

the pandemic, although the tax amnesty provided attractive 

incentives through administrative penalty waivers, the increase 

in compliance tended to be short-term and did not reflect 

sustainable behavioral changes.  

 

Key word: Effectiveness, Tax Amnesty Program, Taxpayer 

Compliance, Motor Vehicle Tax, COVID-19, 

SAMSAT Bandung City 

© 2026 Published by multiplier. Selection and/or peer-review under responsibility of multiplier 

 

 

PENDAHULUAN 

Otonomi daerah bertujuan untuk mengurangi beban pemerintah pusat atas tugas yang 

merupakan kewenangan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah memiliki tanggung jawab 

dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan 

daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Siagian, 2021). Dengan dikeluarkannya 

Undang-undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah, pengalihan kewenangan pajak dan retribusi daerah mendorong pemerintah 

daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari Pajak Kenda-

raan Bermotor (Purnaman et al., 2023).  

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah provinsi di bidang keuangan, 

Bapenda Jawa Barat membina 34 kantor cabang yang bertugas mengelola pendapatan daerah. 

Tugas pokok tersebut mencakup perencanaan, peningkatan, serta pembinaan pendapatan 

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Fajriyanti et al., 2022). Me-

masuki periode COVID-19 pada tahun 2020, jumlah kendaraan bermotor mengalami penuru-

nan, yaitu menjadi 456.309 unit, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi 

pada seluruh jenis kendaraan bermotor, baik mobil penumpang, bus, truk, maupun sepeda 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


Multiplier – Vol.6 No.2 May 2026 

3063 
 

Licensed under  a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License, 
ISSN: 2746-5942 (Online) 

motor. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya dampak COVID-19 terhadap aktivitas 

ekonomi masyarakat, yang berpotensi memengaruhi kemampuan wajib pajak dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya, khususnya pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. 

Pada periode sesudah COVID-19, yaitu tahun 2021 hingga 2022, jumlah kendaraan 

bermotor mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, meskipun belum sepenuhnya kembali 

ke tingkat sebelum COVID-19. Pada tahun 2022, jumlah kendaraan bermotor tercatat sebesar 

462.062 unit, yang menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun 2020 dan 2021. 

Peningkatan ini mencerminkan mulai membaiknya kondisi ekonomi serta meningkatnya 

aktivitas kepemilikan kendaraan bermotor, yang secara akuntansi berimplikasi pada mening-

katnya potensi sektor pajak PKB. 

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu komponen penting dalam 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Setiap pemilik kendaraan bermotor baik yang digunakan di 

jalan darat maupun perairan wajib membayar pajak ini. Proses pembayarannya dilaksanakan 

melalui kantor Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) diwilayah masing-masing. 

Ketentuan ini merujuk pada Undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang juga menetapkan bahwa masa berlaku 

PKB adalah 12 bulan sejak kendaraan pertama kali didaftarkan. 

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermotor yang Menunggak Pembayaran Pajak Kendaraan 

Bermotor di SAMSAT Kota Bandung III Soekarno-Hatta 2017-2022 

Tahun 

Kendaraan 

Bermotor - 

Mobil 

Penumpang 

(unit) 

Kendaraan 

Bermotor – 

Bus 

(unit) 

Kendaraan 

Bermotor – 

Truk 

(unit) 

Kendaraan 

Bermotor – 

Sepeda Motor 

(unit) 

Jumlah 

Kendaraan 

Bermotor 

(unit) 

2017 27.495 234 5.379 152.878 185.986 

2018 23.773 169 4.282 123.307 151.531 

2019 23.708 141 3.901 120.334 148.084 

2020 20.865 117 2.989 107.230 131.201 

2021 20.145 128 3.141 111.628 135.042 

2022 21.955 129 3.412 112.815 138.311 

Sumber: opendata.jabarprov.go.id (data diolah) 

Berdasarkan data pada tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah kendaraan yang belum me-

menuhi kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mengalami perubahan yang 

cukup signifikan selama periode pengamatan. Pada periode sebelum COVID-19 (2017–2019), 

jumlah kendaraan bermotor yang menunggak pajak menunjukkan penurunan, dari 185.986 unit 
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pada tahun 2017 menjadi 148.084 unit pada tahun 2019. Penurunan ini mengindikasikan 

adanya peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak, yang dapat dipengaruhi oleh kondisi 

ekonomi yang relatif stabil serta pelaksanaan kebijakan perpajakan daerah, termasuk program 

pemutihan pajak. 

Memasuki periode pandemi COVID-19 pada tahun 2020, jumlah kendaraan bermotor 

yang menunggak pajak kembali mengalami peningkatan terhadap kondisi akhir periode 

sebelum COVID-19, yaitu tercatat sebesar 131.201 unit. Kondisi ini mencerminkan adanya 

tekanan ekonomi akibat COVID-19, yang berdampak pada kemampuan wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu. Penurunan aktivitas ekonomi dan daya 

beli masyarakat selama COVID-19 berpotensi meningkatkan risiko ketidakpatuhan pajak, 

khususnya pada jenis kendaraan bermotor yang mendominasi jumlah tunggakan, yaitu sepeda 

motor. 

Pada periode sesudah COVID-19, yaitu tahun 2021 hingga 2022, jumlah kendaraan 

bermotor yang menunggak pajak menunjukkan peningkatan kembali, dari 135.042 unit pada 

tahun 2021 menjadi 138.311 unit pada tahun 2022. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa 

meskipun kondisi ekonomi mulai membaik, tingkat kepatuhan wajib pajak belum sepenuhnya 

pulih ke kondisi sebelum COVID-19. Hal ini menegaskan pentingnya keberlanjutan kebijakan 

fiskal daerah, termasuk program pemutihan pajak, untuk mengurangi tunggakan pajak dan 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Fadjriyati & Halimatusadiah, 2022).  

Situasi ini membuat pemerintah untuk merancang kebijakan pemulihan ekonomi, salah 

satunya melalui program pembebasan pajak kendaraan bermotor atau pemutihan dengan 

menghapus sanksi administrasi berupa denda sebagaimana yang disampaikan dalam 

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/154-Bapenda/2018. Diharapkan dengan adanya 

penghapusan denda tersebut, para wajib pajak yang memiliki tunggakan dapat terdorong untuk 

melunasi kewajibannya (Susilawati & Khalida, 2023).  

Kepatuhan wajib pajak sendiri tidak terlepas dari peran pemerintah dalam menanggapi 

kebutuhan dan harapan masyarakat sebagai wajib pajak, termasuk dalam memberikan pelaya-

nan yang memadai (Atarwaman, 2020). Tingkat kepatuhan dalam membayar pajak menjadi 

sangat penting, karena ketidakpatuhan dapat menimbulkan tindakan penghindaran pajak yang 

pada akhirnya menyebabkan berkurangnya penerimaan negara dari sektor pajak (Mianti & 

Budiwitjaksono, 2021). Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Apriyani & 

Tresnawati, 2023) bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota 
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Bandung I Pajajaran dipengaruhi secara signifikan oleh penghapusan pajak kendara-

an bermotor. 

Sebagai upaya untuk meningkatkan kembali tingkat kepatuhan, pemerintah daerah 

kemudian mengambil langkah strategis melalui pelaksanaan program pemutihan pajak, seba-

gaimana terlihat dalam tabel jumlah kendaraan yang membayar kewajiban perpajakan berikut 

ini: 

Tabel 2. Jumlah Kendaraan Bermotor yang Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di 

SAMSAT Kota Bandung III Soekarno-Hatta 2017-2022 

Tahun 

Kendaraan 

Bermotor - 

Mobil 

Penumpang 

(unit) 

Kendaraan 

Bermotor – 

Bus 

(unit) 

Kendaraan 

Bermotor – 

Truk 

(unit) 

Kendaraan 

Bermotor – 

Sepeda 

Motor 

(unit) 

Jumlah 

Kendaraan 

Bermotor 

(unit) 

2017 97.396 271 13.208 224.413 335.288 
2018 104.071 285 14.041 237.839 356.236 
2019 107.476 304 14.565 244.703 367.048 
2020 95.021 267 12.944 216.876 325.108 

2021 96.271 239 13.203 210.479 320.192 
2022 97.533 262 13.290 212.666 323.751 

Sumber: opendata.jabarprov.go.id (data diolah) 

Berdasarkan data pada tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah kendaraan yang memenuhi 

kewajiban pembayaran pajak mengalami fluktuasi selama periode pengamatan. Pada periode 

sebelum COVID-19 (2017–2019), jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak 

menunjukkan peningkatan, dari 335.288 unit pada tahun 2017 menjadi 367.048 unit pada tahun 

2019. Peningkatan ini mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang relatif baik pada 

kondisi ekonomi yang stabil, serta adanya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan secara tepat waktu. 

Memasuki periode COVID-19 pada tahun 2020, jumlah kendaraan bermotor yang 

membayar pajak mengalami penurunan, yaitu menjadi 325.108 unit, dan kembali menurun 

pada tahun 2021 menjadi 320.192 unit. Penurunan ini mengindikasikan adanya tekanan eko-

nomi yang berdampak pada perilaku kepatuhan wajib pajak, di mana sebagian wajib pajak 

menunda atau tidak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pada periode setelah 

pandemi, yaitu tahun 2022, jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak tercatat sebesar 

323.751 unit, yang menunjukkan adanya pemulihan terbatas dibandingkan tahun sebelumnya, 
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meskipun belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum COVID-19. Kondisi ini menunjuk-

kan bahwa meskipun program pemutihan pajak berperan untuk mendorong kepatuhan. 

Pemerintah membuat program pembebasan pajak kendaraan bermotor untuk mendo-

rong masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor dengan menghilangkan atau membe-

baskan denda bagi pengemudi kendaraan bermotor. Keringanan pajak mencakup sejumlah 

inisiatif kebijakan yang berbeda, termasuk penghapusan denda pajak, pemberian keringanan 

pajak, diskon, dan pembebasan biaya transfer untuk kendaraan bermotor (BBNKB). Adanya 

program hapus pajak menguntungkan pemerintah dengan meningkatkan penerimaan pajak 

daerah sekaligus meringankan beban pemilik mobil. Untuk meningkatkan penerimaan pajak 

dan mengurangi tekanan terhadap wajib pajak yang menunggak, diharapkan wajib pajak yang 

memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor akan bersedia membayar pajaknya akibat 

skema penghapusan pajak ini. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor diadakan di 

kantor SAMSAT Soekarno Hatta Kota Bandung III dalam upaya meningkatkan pemungutan 

pajak kendaraan bermotor (Susilawati & Khalida, 2023).  

Meskipun demikian, program pemutihan pajak juga menimbulkan perdebatan, terutama 

terkait potensi moral hazard dan persepsi ketidakadilan di kalangan wajib pajak yang patuh, 

bahkan dapat berdampak pada penurunan disiplin pembayaran jangka panjang (Pajak.com, 

2025). Berdasarkan penelitian terdahulu, terlihat bahwa penelitian yang dilakukan oleh 

(Amelia, 2021) menganalisis efektivitas kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di 

Provinsi DKI Jakarta periode 2015–2020 dan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut sangat 

efektif dalam meningkatkan penerimaan serta kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian 

tersebut masih berfokus pada satu wilayah dan belum secara spesifik mengkaji perbedaan 

kondisi sebelum dan sesudah COVID-19 sebagai peristiwa yang berdampak pada pelaksanaan 

kebijakan pemutihan pajak dan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam jangka waktu yang lebih 

luas. 

Selanjutnya, penelitian oleh Faridah et al., (2025) menguji pengaruh program pemuti-

han, kesadaran, dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Cire-

bon dan menemukan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh positif terhadap kepatuhan. 

Meskipun demikian, penelitian ini hanya berfokus pada satu periode pelaksanaan program dan 

tidak mengaitkan secara langsung dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor, serta belum 

melakukan perbandingan kondisi sebelum dan sesudah COVID-19 dalam rentang waktu yang 

panjang.  
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Sementara itu, penelitian oleh Galla & Asmapane (2023) menganalisis kepatuhan wajib 

pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan selama 

pandemi COVID-19 di Provinsi Kalimantan Timur. Hasilnya menunjukkan adanya perbedaan 

tingkat kepatuhan dan penerimaan antara kedua periode tersebut. Namun, penelitian ini tidak 

menjadikan program pemutihan pajak sebagai variabel utama. 

Berdasarkan data pada tabel 1 dan tabel 2 terlihat bahwa jumlah kendaraan bermotor di 

wilayah SAMSAT Kota Bandung III Soekarno-Hatta terus mengalami peningkatan, namun 

kondisi tersebut tidak selalu sejalan dengan pertumbuhan kepatuhan wajib pajak maupun 

pencapaian target penerimaan PKB. Data yang ada menunjukkan masih terdapat banyak 

kendaraan yang menunggak pajak, sedangkan Tabel 2 memperlihatkan bahwa realisasi 

penerimaan PKB mengalami fluktuasi bahkan tidak mencapai target pada beberapa tahun 

tertentu.  

Pada periode sesudah COVID-19, pelaksanaan program pemutihan pajak tetap menjadi 

salah satu strategi pemerintah daerah untuk memulihkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan 

penerimaan PKB. Namun, fluktuasi kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PKB yang masih 

terjadi menunjukkan bahwa efektivitas program pemutihan pajak berbeda antara periode 

sebelum dan sesudah COVID-19, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut untuk menilai 

sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencapai tujuannya dalam meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak. 

Fenomena tersebut mendorong perlunya analisis mengenai perbedaan efektivitas 

program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor antara periode 

sebelum dan sesudah COVID-19. Untuk mengukur efektivitas program pemutihan pajak, pene-

litian ini menggunakan rumus efektivitas yang disampaikan oleh (Mahmudi, 2010) yang meni-

lai pencapaian realisasi penerimaan terhadap target yang ditetapkan. Kedua rumus tersebut 

dipilih agar data yang tersaji dapat diolah secara lebih objektif untuk melihat perbedaan yang 

muncul sebelum dan sesudah COVID-19. Efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah 

dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam konteks Pajak Kendaraan Bermotor, 

efektivitas mencerminkan keberhasilan kebijakan, termasuk program pemutihan pajak, dalam 

meningkatkan realisasi penerimaan sesuai sasaran. Pengukuran efektivitas ini digunakan untuk 

menilai sejauh mana program pemutihan pajak mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, 

khususnya dalam mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebelum 

dan sesudah COVID-19 (Amelia, 2021). 
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Selanjutnya, rumus Kepatuhan Wajib Pajak diukur berdasarkan Ketetapan Direktorat 

Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak 

Tahun 2020-2024 Tentang Kepatuhan Wajib Pajak  yang mengukur persentase kepatuhan 

berdasarkan perbandingan kendaraan yang membayar dengan kendaraan yang seharusnya 

membayar pajak. Dengan adanya pengukuran tingkat kepatuhan tersebut, analisis perbedaan 

kondisi sebelum dan sesudah COVID-19 dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan kompre-

hensif, tidak hanya terbatas pada penyajian angka persentase, tetapi juga untuk menggambar-

kan perubahan perilaku kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Putri & Sulindawati, 

2024).  

METODE 

Pada penelitian ini menggunakan jenis kuantitatif, metode kuantitatif ini digunakan 

untuk menganalisis perbedaan efektivitas program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak kendaraan bermotor sebelum dan sesudah COVID-19 pada SAMSAT Kota Bandung III 

soekarno-hatta tahun 2017-2022. Dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah tingkat efektivitas program pemu-

tihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebelum dan sesudah COVID-

19. Penelitian ini dilakukan pada SAMSAT Kota Bandung III Soekarno-Hatta Tahun 2017-

2022 sebelum dan sesudah COVID-19. Data yang didapatkan berasal dari Bapenda Provinsi 

Jawa Barat dengan alamat Jl. Soekarno-Hatta No.528, Sekejati, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, 

Jawa Barat 40286 dan melalui website dengan situs https://opendata.jabarprov.go.id/. Waktu 

penelitian yang dilakukan terhitung dimulai sejak bulan Juni 2025 sampai  selesai. Analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Paired sample t-test. 

Hipotesis 

H1: Terdapat perbedaan yang signifikan tingkat efektivitas program pemutihan pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebelum COVID-19 pada SAMSAT Kota 

Bandung III Soekarno-Hatta tahun 2017-2022. 

H2: Terdapat perbedaan yang signifikan tingkat efektivitas program pemutihan pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sesudah COVID-19 pada SAMSAT Kota 

Bandung III Soekarno-Hatta tahun 2017-2022. 
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HASIL 

Statistik Deskriptif Sebelum dan Sesudah COVID-19  

Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif Sebelum dan Sesudah COVID-19  

 
Sumber: SPSS 30 (Data diolah) 

Berdasarkan tabel statistik deskriptif pada tabel 3, dapat diketahui bahwa efektivitas 

sebelum COVID-19 memiliki rata-rata 0,884900 dengan nilai minimum 0,7978 dan maksimum 

1,0549. Standar deviasi yang relatif kecil menunjukkan bahwa efektivitas pada periode sebe-

lum COVID-19 berada dalam kondisi yang stabil. Sementara itu, efektivitas sesudah COVID-

19 memiliki rata-rata 0,520267, dengan nilai minimum 0,3231 dan maksimum 0,6855, serta 

standar deviasi yang sedikit lebih besar. Hal ini mengindikasikan bahwa setelah COVID-19, 

efektivitas mengalami penurunan dan variasinya antar periode menjadi lebih beragam. Untuk 

variabel kepatuhan, baik sebelum maupun sesudah, nilai rata-ratanya berada pada kisaran yang 

relatif mendekati satu sama lain, dengan standar deviasi yang kecil. Ini menunjukkan bahwa 

tingkat kepatuhan wajib pajak stabil pada kedua periode. Secara keseluruhan, statistik ini 

memberikan gambaran bahwa perubahan yang lebih terlihat terjadi pada aspek efektivitas 

setelah COVID-19, sementara kepatuhan tetap berada dalam kondisi yang konsisten. 

Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan metode Shapiro Wilk. Jika nilai signifikansi > 0,05, 

data dianggap berdistribusi normal, sebaliknya, jika < 0,05, data tidak normal. Hasil pengujian 

disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Shapiro-Wilk Sebelum dan Sesudah COVID-19 

 
Sumber: SPSS 30 (Data diolah) 

Berdasarkan hasil uji normalitas pada Tabel 4, pengujian menggunakan  metode Sha-
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piro–Wilk menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk keempat data penelitian, yaitu tingkat 

efektivitas program pemutihan pajak sebelum COVID -19, efektivitas setelah COVID-19, 

kepatuhan wajib pajak sebelum COVID -19, dan kepatuhan setelah COVID -19, masing-

masing sebesar 0,870; 0,711; 0,257; dan 0,423. Seluruh nilai signifikansi tersebut lebih besar 

dari tingkat signifikansi 0,05 (0,870 > 0,05; 0,711 > 0,05; 0,257 > 0,05; dan 0,423 > 0,05), 

sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh data dalam penelitian ini berdistribusi normal. 

Dengan demikian, data yang digunakan telah memenuhi asumsi normalitas dan layak untuk 

dilanjutkan pada tahap analisis menggunakan uji parametrik, yaitu uji paired sample t-test. 

Uji Paired t-Test 

Uji Paired t-Test digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan 

antara dua kondisi yang saling berpasangan, yaitu sebelum dan sesudah perlakuan atau 

intervensi tertentu. Apabila nilai signifikansi (Sig.) < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua periode. Sebaliknya, jika nilai Sig. ≥ 0,05, 

maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. 

Tabel 5. Hasil Uji Paired t-Test Sebelum dan Sesudah COVID-19 

 
Sumber: SPSS 30 (data diolah) 

Berdasarkan hasil uji Paired T-Test pada tabel 5, nilai mean difference antara tingkat 

efektivitas sebelum COVID-19 dan tingkat kepatuhan sebelum COVID-19 adalah –1,461, 

dengan nilai t hitung sebesar –30,951 dan derajat kebebasan (df) = 2. Nilai signifikansi Sig. (2-

tailed) sebesar 0,001, yang lebih kecil dari batas signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan antara efektivitas program pemutihan pajak sebelum COVID-19 dan tingkat 

kepatuhan wajib pajak pada periode yang sama.Temuan ini mengindikasikan bahwa sebelum 

pandemi COVID-19, efektivitas program pemutihan pajak yang berjalan belum mampu 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara optimal. Selisih rata-rata yang negatif menunjuk-

kan adanya kesenjangan antara efektivitas kebijakan yang diterapkan dan tingkat kepatuhan 

wajib pajak kendaraan bermotor. 

Berdasarkan hasil uji Paired T-Test pada tabel 5, diketahui bahwa nilai mean difference 

antara tingkat efektivitas program pemutihan sesudah COVID-19 dan tingkat kepatuhan sesu-

dah COVID-19 adalah –0,897, dengan nilai t hitung sebesar –9,086 dan df = 2. Nilai signifi-
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kansi Sig. (2-tailed) sebesar 0,012, yang lebih kecil dari nilai 0,05. Dengan demikian, terdapat 

perbedaan antara tingkat efektivitas program pemutihan pajak dan kepatuhan wajib pajak 

sesudah pandemi COVID-19. Hasil ini menunjukkan bahwa setelah pandemi, efektivitas 

program pemutihan pajak juga belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kepatuhan 

wajib pajak secara maksimal. Selisih rata-rata yang masih bernilai negatif menandakan adanya 

ketidaksesuaian antara besarnya efektivitas program pemutihan pajak dan tingkat kepatuhan 

wajib pajak kendaraan bermotor sesudah pandemi COVID-19. 

Pembahasan 

Perbedaan Tingkat Efektivitas Program Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum COVID-19 di SAMSAT Kota Bandung Soekarno-

Hatta tahun 2017-2022 

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif dan pengolahan data, diperoleh bahwa 

terdapat perbedaan antara tingkat efektivitas program pemutihan pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak kendaraan bermotor pada periode sebelum COVID-19. Nilai efektivitas program 

pemutihan pajak pada periode ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan telah berjalan 

cukup baik dari sisi administrasi serta capaian penerimaan PKB. Namun demikian, tingkat 

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tidak sepenuhnya mengikuti pola efektivitas 

program pemutihan pajak. Pada tahun sebelum COVID-19, pergerakan tingkat kepatuhan 

menunjukkan fluktuatif dan belum konsisten. Kondisi ini mengindikasikan bahwa efektivitas 

program pemutihan pajak yang dicapai belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan 

kepatuhan wajib pajak secara optimal. Dengan kata lain, keberhasilan program dalam mencapai 

target penerimaan belum sejalan dengan perubahan perilaku kepatuhan wajib pajak kendaraan 

bermotor.  

Perbedaan antara efektivitas dan realisasi kepatuhan ini dapat dipahami melalui kondisi 

sosial dan ekonomi sebelum COVID-19. Pada periode ini, wajib pajak tidak menghadapi 

tekanan ekonomi yang berat, sehingga keputusan untuk membayar pajak sering kali didasarkan 

pada persepsi pribadi, tingkat kesadaran, serta kepentingan masing-masing individu. Meskipun 

program pemutihan pajak memberikan penghapusan denda dan keringanan administratif, 

sebagian besar wajib pajak belum melihat program pemutihan pajak sebagai kebutuhan 

mendesak. Ketika tidak ada faktor pendorong yang kuat, banyak wajib pajak memilih menunda 

pembayaran pajaknya meski telah diberikan stimulus melalui program pemutihan pajak. 
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Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat program pemutihan 

pajak serta kurangnya literasi perpajakan turut mempengaruhi respons wajib pajak sebelum 

COVID-19. Sosialisasi yang belum merata menyebabkan sebagian masyarakat tidak menge-

tahui sepenuhnya keuntungan yang ditawarkan pemutihan, sehingga dampaknya terhadap 

pendekatan kepatuhan masih terbatas. Faktor pertumbuhan jumlah kendaraan yang terus 

meningkat juga memberikan tekanan terhadap efektivitas, karena jumlah objek pajak bertam-

bah lebih cepat dibandingkan peningkatan kepatuhan. 

Jika dikaitkan dengan prinsip efektivitas, yaitu ketercapaian target secara optimal, maka 

kondisi sebelum COVID-19 ini menunjukkan adanya kesenjangan antara target efektivitas 

program pemutihan pajak dan realisasi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Program 

yang berjalan sebelum COVID-19 belum mampu menutup kesenjangan tersebut. Dengan 

demikian, perbedaan yang terjadi menunjukkan bahwa kebijakan program pemutihan pajak 

sebelum COVID-19 masih memiliki keterbatasan dalam mendorong perubahan perilaku 

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara signifikan. 

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan melalui fenomena moral hazard. Program pemutihan 

pajak yang dilaksanakan pada periode sebelum COVID-19 berpotensi menimbulkan perilaku 

menunda pembayaran secara sengaja dari sebagian wajib pajak dengan harapan adanya 

kebijakan pemutihan pajak di masa mendatang. Ketika wajib pajak kendaraan bermotor 

menyadari bahwa sanksi dan denda dapat dihapuskan melalui program pemutihan pajak, 

insentif untuk membayar pajak tepat waktu menjadi berkurang. Kondisi ini menyebabkan 

kepatuhan yang muncul bersifat sementara dan hanya terjadi saat program pemutihan 

berlangsung, bukan sebagai bentuk kepatuhan berkelanjutan.  

Jika dikaitkan dengan Goal Setting Theory, tujuan program pemutihan pajak sebelum 

COVID-19 lebih berfokus pada pencapaian target penerimaan jangka pendek melalui 

penghapusan denda dan keringanan administrasi. Tujuan yang bersifat jangka pendek dan 

berorientasi pada hasil finansial ini belum sepenuhnya mampu membentuk perubahan perilaku 

wajib pajak secara berkelanjutan. Kurangnya penekanan pada tujuan jangka panjang berupa 

peningkatan kesadaran dan kepatuhan sukarela menyebabkan wajib pajak belum memiliki 

dorongan internal yang kuat untuk patuh. Oleh karena itu, meskipun program pemutihan pajak 

efektif dalam meningkatkan penerimaan sementara, tujuan kebijakan tersebut belum sepenuh-

nya selaras dengan upaya pembentukan kepatuhan jangka panjang. 
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Temuan ini sejalan dengan penelitian Amelia (2021) yang mengkaji efektivitas kebijakan 

pemutihan pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Amelia menemukan bahwa meskipun 

pemutihan mampu meningkatkan realisasi penerimaan hingga mencapai efektivitas lebih dari 

100% pada beberapa tahun, peningkatan tersebut tidak selalu berjalan seiring dengan 

peningkatan kepatuhan wajib pajak yang bersifat konsisten. Dengan kata lain, pemutihan lebih 

banyak menimbulkan kepatuhan sesaat, bukan kepatuhan berkelanjutan. Hal ini mendukung 

hasil penelitian ini bahwa efektivitas sebelum pandemi tidak sepenuhnya mampu mendorong 

kepatuhan secara optimal. 

Temuan ini sejalan dengan penelitian Rafa Faridah et al. (2025) yang menyatakan bahwa 

program pemutihan pajak tidak selalu berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

apabila kesadaran perpajakan mereka masih rendah. Dalam penelitiannya, variabel pemutihan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sedangkan kesadaran wajib pajak justru 

menjadi faktor dominan dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. 

Kondisi ini konsisten dengan hasil penelitian ini, di mana meskipun insentif penghapusan 

denda diberikan, wajib pajak pada periode sebelum COVID-19 belum memiliki dorongan 

internal yang cukup kuat untuk patuh secara sukarela. 

Penelitian ini juga sejalan dengan temuan Nurhalimah & Muthmainnah (2023) yang 

menunjukkan bahwa pemutihan pajak memang meningkatkan penerimaan pajak daerah, tetapi 

tidak cukup efektif mendorong perubahan perilaku kepatuhan jangka panjang terhadap wajib 

pajak kendaraan bermotor. Pada masa sebelum pandemi, hal yang sama terjadi: program 

pemutihan berfungsi sebagai sarana peningkatan penerimaan, namun tidak mampu menurun-

kan jumlah tunggakan secara signifikan. 

Dengan demikian, program pemutihan pajak belum sepenuhnya efektif dalam mening-

katkan kepatuhan wajib pajak. Respons wajib pajak masih dipengaruhi oleh insentif jangka 

pendek dan belum menunjukkan perilaku kepatuhan yang berkelanjutan. 

Perbedaan Tingkat Efektivitas Program Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Kendaraan Bermotor Sesudah COVID-19 di SAMSAT Kota Bandung Soekarno-

Hatta tahun 2017-2022 

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif dan pengolahan data, diperoleh bahwa 

terdapat perbedaan antara tingkat efektivitas program pemutihan pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak kendaraan bermotor pada periode sesudah COVID-19. Secara deskriptif, efekti-
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vitas program pemutihan pajak sesudah COVID-19 mengalami perubahan yang cukup signifi-

kan, dimana capaian penerimaan memperlihatkan kecenderungan yang tidak stabil dibanding-

kan periode sebelum COVID-19. Dalam hal ini dipengaruhi oleh perubahan besar pada kondisi 

ekonomi dan perilaku masyarakat sesudah COVID-19. Meskipun efektivitas program 

pemutihan pajak mengalami perbaikan di beberapa periode, tingkat kepatuhan wajib pajak 

tidak menunjukkan peningkatan yang sejalan. 

Perbedaan ini sebagian besar dipengaruhi oleh dampak langsung COVID-19 terhadap 

kondisi ekonomi rumah tangga. Sesudah COVID-19 banyak wajib pajak kendaraan bermotor 

mengalami penurunan pendapatan, kehilangan pekerjaan, atau menghadapi ketidakpastian 

finansial yang menyebabkan kemampuan membayar pajak menjadi terbatas. Meskipun 

program pemutihan pajak memberikan keringanan berupa penghapusan denda, tetapi dalam 

situasi pemulihan ekonomi, banyak wajib pajak lebih memprioritaskan kebutuhan pokok 

dibanding pelunasan kewajiban pajak. Hal ini menyebabkan efektivitas program pemutihan 

pajak yang dilakukan sesudah COVID-19 tidak langsung berbanding lurus dengan peningkatan 

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 

Di sisi lain, kebijakan pembatasan sosial selama COVID-19 turut mengubah pola pela-

yanan administrasi perpajakan, termasuk pelayanan pada SAMSAT. Proses tatap muka berku-

rang, dan jam layanan terbatas. Meskipun sudah tersedia layanan daring, tidak semua wajib 

pajak terbiasa dengan sistem tersebut. Hambatan teknis maupun kurangnya pemahaman 

mengenai prosedur pembayaran daring membuat upaya meningkatkan kepatuhan sesudah 

COVID-19 menjadi kurang optimal. 

Jika ditinjau dari perspektif efektivitas tingkat program pemutihan pajak, hasil ini 

menunjukkan bahwa meskipun program pemutihan pajak berpotensi membantu wajib pajak 

kendaraan bermotor, situasi sesudah COVID-19 menciptakan faktor eksternal yang lebih 

dominan dibandingkan insentif kebijakan. Dengan kata lain, efektivitas program pemutihan 

pajak sesudah COVID-19 tidak secara otomatis diikuti oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak 

kendaraan bermotor karena kondisi ekonomi masyarakat masih dalam tahap pemulihan. 

Namun demikian, kepatuhan wajib pajak yang meningkat sesudah COVID-19 juga 

mengandung potensi moral hazard yang serupa dengan periode sebelum pandemi. Ketergan-

tungan wajib pajak terhadap kebijakan pemutihan pajak dan keringanan administratif dapat 

menimbulkan ekspektasi bahwa pemerintah akan kembali memberikan relaksasi di masa 
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mendatang. Akibatnya, sebagian wajib pajak cenderung hanya patuh ketika terdapat insentif 

finansial, bukan karena kesadaran terhadap kewajiban perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa 

Kepatuhan wajib pajak yang meningkat setelah COVID-19 cenderung terjadi karena adanya 

program pemutihan pajak dan hanya berlangsung selama program tersebut berjalan, sehingga 

belum mencerminkan kepatuhan yang berkelanjutan. 

Dalam perspektif Goal Setting Theory, tujuan program pemutihan pajak sesudah 

COVID-19 dirancang untuk merespons kondisi krisis dan pemulihan ekonomi masyarakat. 

Tujuan jangka pendek berupa peningkatan penerimaan dan pengurangan beban wajib pajak 

dinilai relevan dalam situasi sesudah COVID-19. Namun, apabila tujuan kebijakan tidak diikuti 

dengan penguatan sosialisasi, edukasi perpajakan, serta penegakan sanksi yang konsisten, 

maka tujuan jangka panjang berupa peningkatan kepatuhan sukarela sulit tercapai. Dengan 

demikian, meskipun program pemutihan pajak setelah COVID-19 mampu mendorong kepatu-

han dalam jangka pendek, efektivitas kebijakan tersebut masih terbatas dalam membentuk 

kepatuhan yang berkelanjutan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Galla & Asmapane (2023) yang meneliti 

perubahan perilaku wajib pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Timur. Penelitian tersebut 

menemukan bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan kepatuhan pada masa awal, 

namun meningkat kembali setelah pemerintah memberikan keringanan melalui program 

pemutihan dan diskon administratif. Dengan demikian, temuan tersebut mendukung hasil 

penelitian ini bahwa sesudah pandemi, kepatuhan meningkat terutama karena insentif finansial, 

bukan karena kesadaran wajib pajak. 

Temuan ini sejalan dengan penelitian Ajhari & Hendaris (2025) yang menyatakan bahwa 

program pemutihan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak kendaraan bermotor. Program ini dapat meningkatkan motivasi wajib pajak untuk 

melakukan pembayaran pajak karena adanya penghapusan denda yang membuat biaya total 

lebih ringan. Pada penelitian ini, kondisi setelah pandemi menunjukkan kecenderungan 

peningkatan kepatuhan ketika program pemutihan diberlakukan. 

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Pravita & Nailiah (2022) yang menjelaskan 

bahwa keberhasilan efektivitas PKB pada masa pandemi dipengaruhi oleh kemudahan layanan 

E-SAMSAT dan kebijakan keringanan yang diberikan pemerintah. Namun, masih terdapat 

kendala seperti tingginya tunggakan, kurangnya pemahaman wajib pajak tentang persyaratan 
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administrasi, dan minimnya sosialisasi. Kondisi ini konsisten dengan hasil penelitian ini yang 

menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan sesudah COVID-19 lebih dipengaruhi oleh 

insentif temporer seperti program pemutihan pajak, bukan oleh kesadaran wajib pajak yang 

sepenuhnya pulih.  

Dengan demikian, temuan pada periode sesudah COVID-19 menggambarkan bahwa 

perbedaan efektivitas program pemutihan pajak dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bemotor 

tetap terjadi, namun konteksnya lebih dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial sesudah 

COVID-19. Program pemutihan pajak belum mampu menjadi pendorong utama bagi 

peningkatan kepatuhan, karena kemampuan bayar masyarakat menjadi faktor yang jauh lebih 

menentukan. 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai perbedaan tingkat efektivitas 

program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi kom-

paratif SAMSAT Kota Bandung III Soekarno-Hatta tahun 2017-2022), maka penelitian ini 

menghasilkan simpulan yaitu Tingkat perbedaan efektivitas program pemutihan pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebelum COVID-19 menunjukkan adanya perbe-

daan. Tingkat perbedaan efektivitas program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

kendaraan bemotor sesudah COVID-19 menunjukkan adanya perbedaan. 
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